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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2020  

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 

TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI 

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 

38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi 

oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji 

dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja, untuk memperjelas keputusan pengangkatan 

calon, usul penetapan nomor induk, format perjanjian 

kerja, keputusan pengangkatan, dan surat pernyataan 

melaksanakan tugas bagi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja, perlu mengubah beberapa ketentuan 

dan lampiran dalam Peraturan Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 49 

Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan 
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Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan atas 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018  

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6264); 

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis 

Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 65); 

5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji 

dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 218);  

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 189); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN 

NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 

PERJANJIAN KERJA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) diubah sebagai 

berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1, ditambahkan 1 (satu) angka yakni 

angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

2. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi 

kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan 

perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, 

seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan 

pengangkatan PPPK. 

3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat 

PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan 

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan 

instansi daerah. 
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6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga 

pemerintah nonkementerian, kesekretariatan 

lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga 

nonstruktural. 

7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi 

dan perangkat daerah, kabupaten/kota yang 

meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan 

perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan 

lembaga teknis daerah. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan 

aparatur negara. 

9. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya 

disingkat BKN adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan 

pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN 

secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-

undang. 

10. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat 

CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu 

komputer yang digunakan untuk mendapatkan 

lulusan yang memenuhi standar minimal 

kompetensi. 

11. Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau 

Kesehatan Jiwa adalah pemeriksaan dan penilaian 

kesehatan baik jasmani dan/atau rohani yang 

dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 

persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan 

jiwa dengan persyaratan dalam jabatan pada 

instansi pengadaan PPPK yang dilamar oleh peserta 

seleksi. 
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2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK paling 

kurang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: 

a. seleksi administrasi; 

b. seleksi kompetensi; dan 

c. wawancara. 

(2) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan 

PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, 

psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam 

pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan 

jabatan pada Instansi Pemerintah. 

 

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

(1) Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi 

manajerial. kompetensi teknis, dan kompetensi 

sosial kultural. 

(2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan untuk menilai kesesuaian 

kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan 

kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh 

pelamar dengan standar kompetensi jabatan. 

(3) Pelaksanaan seleksi kompetensi dilaksanakan 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan seleksi kompetensi diumumkan 

secara terbuka melalui laman instansi, surat 

kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk 

lain yang memungkinkan paling lambat            

7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan 

seleksi kompetensi. 
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